
  
BUPATI YAHUKIMO 

PROVINSI PAPUA 

 

SALINAN 

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 

NOMOR : 28 TAHUN 2018 

 

 

TENTANG 

PENETAPAN BESARAN DAYA LISTRIK PLN PADA KEDIAMAN BUPATI, WAKIL 

BUPATI, SEKRETARIS DAERAH SERTA PADA KANTOR PEMERINTAH DI 

KABUPATEN YAHUKIMO 

 

Lampiran : 1 (satu) 
BUPATI YAHUKIMO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghematan daya serta pengefisienan 
penggunaan listrik di dearah, perlu adanya standarisasi yang 
tentang jumlah daya listrik pada kediaman bupati, wakil 
bupati, sekda serta kantor pemerintah di kabupaten 
yahukimo; 

 
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf  a di atas perlu diatur 

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo; 
 

Mengingat 
 
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang 
Otonomi  Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 
RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah 
denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4684 ); 

 
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    
(Lembaran   Negara    Tahun    2002 Nomor 129); 

 
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6. Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 

Tentang Ketenagalistrikan. 
 
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  
Dana  Perimbangan  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang  

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5165); 

 
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 

2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.  
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 
tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan  Menteri 
Dalam Negeri Nomor  13 Tahun  2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran PendapatanDana 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 

 
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata 
Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19 ); 

 
21. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2017 Nomor ). 
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M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan :  
 
KESATU : Menetapkan besaran daya listrik pada Kediaman Bupati, Wakil, 

Sekretaris Daerah serta Kantor Pemerintah di Kabupaten 
Yahukimo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini; 

  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
                                                                                          
                                                                         Ditetapkan di:  Sumohai 
                                                                            Pada tanggal : 14 Februari 2018  

 

                                                            BUPATI YAHUKIMO, 

    

                                                 CAP/TTD                  

                                            

                                                      ABOCK BUSUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk salinan yang sah sesuai 

Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

 

 

 

MUSTAN 

                      NIP.19681221200312 1005 

 



                     Lampiran :   Salinan Keputusan Bupati Yahukimo 
                                                                                 Nomor     : 28 Tahun 2018  
                                                                              Tanggal   :14 Februari 2018 

 
PENETAPAN BESARAN DAYA LISTRIK PLN PADA KEDIAMAN BUPATI, WAKIL 

BUPATI, SEKRETARIS DAERAH SERTA PADA KANTOR PEMERINTAH DI 

KABUPATEN YAHUKIMO 
 

NO Bangunan/ Gedung Kantor Besaran beban listrik 

1 2 3 

1 Kediaman Bupati 16 KVA 

2 Kediaman Wakil Bupati 16 KVA 

3 Kediaman Sekretaris Daerah 16 KVA 

4 Kantor Bupati 32 KVA 

5 Kantor DPRD 32 KVA 

6 Kantor INSPEKTORAT 10 KVA 

7 Kantor BPBR 10 KVA 

8 Kantor BPKAD 10 KVA 

9 Kantor BAPPEDA 10 KVA 

10 Kantor BKPP 10 KVA 

11 Kantor Dinas Dukcapil 10 KVA 

12 Kantor Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata 

10 KVA 

13 Kantor Dinas Kesehatan 10 KVA 

14 Kantor Dinas Ketahanan Pangan 10 KVA 

15 Kantor Dinas Kominfo 10 KVA 

16 Kantor Dinas Lingkungan Hidup 10 KVA 

17 Kantor DPMK 10 KVA 

18 Kantor DISPORA 10 KVA 

19 Kantor DINAS PTSP 10 KVA 

20 Kantor Dinas Pendidikan 10 KVA 

21 Kantor Dinas Pengendalian Penduduk 
dan KB 

10 KVA 

22 Kantor DISHUB 10 KVA 

23 Kantor Dinas Perindakop 10 KVA 

24 Kantor Dinas Perlinak 10 KVA 

25 Kantor Dinas Perpustakaan Arsip 10 KVA 

26 Kantor Dinas Pertanian Perikanan 10 KVA 

27 Kantor Dinas Perumahan Pemukinan 10 KVA 

28 Kantor Dinas PU 10 KVA 

29 Kantor Dinas Sosial 10 KVA 

30 Kantor DINASNAKER 10 KVA 

31 Kantor SATPOL PP 10 KVA 

32 Kantor BPBD 10 KVA 

33 RSUD Dekai 16 KVA 

34 Kantor Kesbangpol 10 KVA 
 

                                                                     BUPATI YAHUKIMO, 

    

                                                     CAP/TTD                

                                            

                                                      ABOCK BUSUP 

 

   
 

               

                                                                                                                      

 
 

Untuk salinan yang sah sesuai 

Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

 

 

 

MUSTAN 

                      NIP.19681221200312 1005 

 



 
 
 
 
 
 

 
 


